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ABSTRAKSI 
 
Muliawan Agung, Nomor Pokok E 12105006, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dengan judul Skripsi “Pengaruh 
pemekaran terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Buntu 
Batu Kabupaten Enrekang”, dibawah bimbingan Dr.H.A. Syamsu Alam, 
M.Si dan Drs, A.M. Rusli, M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran 
kecamatan terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Buntu Batu 
terutama pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Pelayanan 
Kesehatan serta untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh secara 
dominan dalam hal tersebut 
Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
pengamatan langsung kepada subjek penelitian dan wawancara secara 
mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti 
mengadakan tanya jawab langsung dengan beberap informan terkait 
pembahasan penelitian ini. serta ditunjang dengan data primer dan sekunder 
yang diperoleh selama penelitian yang tentunya berhubungan langsung 
dengan topik penelitian ini. Adapun subjek penelitian adalah Pemerintah 
Kecamatan Buntu Batu, aparatur serta masyarakat  Kecamatan Buntu Batu 
Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pemekaran Kecamatan 
membawa dampak positif bagi kualitas pelayanan publik. Dimana kedekatan 
masyarakat dan pusat pelayanan publik secara geografis membawa 
pengaruh dalam aspek sosiologis dan psikologis yang mempengaruhi 
peningkatan dalam efisiensi waktu, kejelasan dan kesederhanaan prosedur, 
sosialisasi, informasi serta keamanan dalam melaksanakan pelayanan publik. 
Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam peningkatan kualitas 
pelayanan publik tersebut dapat dianalisis melalui kondisi geografis dan 
alokasi anggaran dan yang menjadi faktor penghambat adalah belum 
seimbangnya jumlah sarana dan prasarana dengan jumlah masyarakat yang 
harus dilayani, kualitas dan kuantitas aparat pemerintahan yang rata-rata 
masih berada di bawah standard dan tidak sebanding dengan banyaknya 
pekerjaan yang harus dilakukan, serta pengaplikasian prosedur pelayanan 
baru yang masih memerlukan waktu untuk disosialisasikan dan diadaptasikan 
kepada masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Muliawan Agung, Registration Number E 12105006, Science Studies 
Program Department of Political Government Science, Faculty of Social and 
Political Sciences, University of Hasanuddin. Skripsi with the title "The 
Influence Of The Expansion Of Quality Public Services At The Rock 
County District Enrekang Impasse", under the guidance of Dr. H. A 
Syamsu Alam, M. Si. and Drs A. M. Rusli, M. Si. 
This study aims to determine the impact of sub-division of the quality of 
public services in the District Buntu Batu manufacturing services, especially 
Identity Card and Health Services as well as to analyze the factors that 
influence is dominant at the case. 
Type of research is descriptive qualitative techniques of data collection 
is done by observation, that a study conducted by direct observation to the 
subject of research and interviews using an interview guide in which the 
researchers held a question and answer directly to the informant be some 
discussion related to this study. and supported by primary and secondary 
data obtained during the course of research that relation with this research 
topic. The research subjects were Buntu Batu District Government, the 
peoples of the Buntu Batu District. 
From the results showed how the expansion of District had a positive 
impact the quality of public services. Where the proximity of the community 
and public service centers geographically bringing the influence of the 
sociological and psychological aspects that affect the increase in time 
efficiency, clarity and simplicity of procedures, socialization, information and 
safety in carrying out public services. The factors to be supporting the 
improvement of the quality of public services can be analyzed via geography 
and budget allocations and the limiting factor is not the imbalance of the 
number of facilities and infrastructure with the community to be served, the 
quality and quantity of government officials who are still on average below 
standard and not worth the amount of work to be done, and the application of 
the new service procedures that still need to be socialized and adapted to the 
community. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur  
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 
Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu 
meningkatkan daya sain dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan 
hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, 
potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 
dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan 
pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan 
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memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar 
mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan 
yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam 
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 
penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur 
semua urusan pemerintaha diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan 
membuat kebijakan daerah untuk  memberi pelayanan, peningkatan peran 
serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuanpada 
peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi 
yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu 
prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan 
berdasarkan tugas,wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada 
dan berpotensi untuk tumbuh,hidup dan berkembang sesuai dengan 
potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi 
setiap daerah tidak selalu sama denagn daerah lainnya. Adapaun yang 
dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang 
dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan 
maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan 
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daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan 
bagian utama dari tujuan nasional. 
Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus 
selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 
selalu memperhatikan kepentingan dana aspirasi yang tumbuh dalam 
masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus 
menjamin keserasian hubungan antara Daerahh dengan Daerah lainnya, 
artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal 
yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus 
mampumenjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan 
Pemerintah, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah 
Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 
rangka mewujudkan tujuan negara. 
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan 
yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang 
berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, 
perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, 
arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, 
pemantauan dan evaluasi. Bersamaan dengan itu Pemerintah wajib 
memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, 
bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan 
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otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di 
tilngkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus 
mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi 
daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial 
politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan 
syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan 
mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi 
daerah. 
Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib 
dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan 
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan 
dasar, kesehatan,pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana 
lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan 
terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. 
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan 
daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Dalam menyelaengarakan pemerintahan daerah, kepala daerah 
dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri 
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dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, 
diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala 
daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang 
bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur 
pelaksana tugas daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. 
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu 
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. 
Namun tidak berarti dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan 
harus dibentuk dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat 
daerah sekurang-kurangnya setidaknya mempertimbangkan faktor 
kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi 
sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas 
wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; 
potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana 
dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan 
organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa 
sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria 
pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam 
peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan 
Pemerintah. Perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 pasal 120 yang dimaksud disini terbagi dua yaitu perangkat 
daerah provinsi dan kabupaten/kota. Perangkat daerah provinsi terdiri 
atas sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 
6 
 
Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat 
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan dan kelurahan. 
Secara umum sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 32 tahun 
2004 dan kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No.12 tahun 
2008  maka secara keseluruhan setiap daerah di satuan wilayah Republik 
Indonesia diberikan kebebasan untuk mengurus dan mengatur rumah 
tangganya sendiri. Segala kekayaan daerah baik itu berupa sumber daya 
alam maupun sumber daya manusia menjadi potensi dan kekhasan 
tersendiri yang dimiliki oleh daerah dan hal inilah yang menjadi acuan 
utama pemerintah dalam menetukan arah dan kebijakan dalam 
merencanakan segala kebutuhan guna pengembangan daerahnya. 
Dari gambaran di atas maka dengan jelas dapat diketahui bahwa 
pasca pelaksanaan desentralisasi di Indonesia maka otonomi daerah 
menjadi sebuah acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola 
dan mengatur sendiri daerahnya. Undang-undang No. 32 pasal 126 
mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah bisa membentuk sendiri 
kecamatan baru dengan Perda dan berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah. Hal ini yang kemudian ditangkap dan dilaksanakan oleh 
pemerintah di seluruh daerah di Indonesia dalam upaya untuk 
memaksimalkan pelayanan, mendekatkan pihak pemerintah dengan 
masyarakatnya, percepatan demokrasi dan perekonomian daerah serta 
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peningkatan keamanan dan ketertiban yang berujung pada kesejahteraan 
masyarakat. 
Adapun syarat-syarat pembentukan dan kriteria pemekaran 
kecamatan adalah menyagkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, 
sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan 
pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya 
otonomi seperti keamanan dan ketertiban, dan ketersediaan sarana 
pemerintahan. 
Hal ini yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
Enrekang. Terhitung sejak tahun 2006 sampai sekarang ada empat 
kecamatan baru yang telah dibentuk/dimekarkan yakni: Buntu Batu, 
Bungin, Masalle dan Curio. Untuk kecamatan Buntu Batu sendiri disahkan 
sebagai kecamatan berdasarkan Perda Kabupaten Enrekang No. 07 
Tahun 2006 terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2006. Mencermati kondisi 
ini maka dapat diketahui bahwa tingginya respon pemerintah daerah 
terhadap isu pemekaran wilayah membuktikan bahwa penciptaan 
kesejahteraan masyarakat dengan metode pemekaran wilayah 
merupakan sebuah cara yang dianggap rasional walaupun terkadang 
terkesan politis dan sarat kepentingan kekuasaan. 
Salah satu tujuan utama pemekaran daerah dalam hal ini 
kecamatan yaitu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat 
dipandang sebagai sesuatu yang berimplikasi luas terhadap masyarakat 
maupun pemerintah itu sendiri baik yang bersifat positif maupun negatif, 
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tentunya hal tersebut perlu ditinjau secara lebih mendalam dan 
menyeluruh. Berangkat dari gambaran diatas maka penulis mencermati 
kondisi ini amat menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Maka penulis 
coba mengangkat judul proposal penelitian “Pengaruh Pemekaran 
Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Buntu Batu 
Kabupaten Enrekang”. Diharapkan dengan penelitian ini dapat 
memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh pemekaran wilayah 
terhadap peningkatan kulaitas pelayanan kepada masyarakat.  
 
1.2  Rumusan Masalah 
Dari apa yang diuraikan diatas maka penulis ingin membatasi 
lingkup permasalahan dengan merumuskan masalah yang dikemukakan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana dampak pemekaran kecamatan terhadap peningkatan 
kualitas pelayanan publik di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 
Enrekang? 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan pelayanan 
publik di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang pasca 
pemekaran? 
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1.3  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dan efektifitas 
pemekaran kecamatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di 
Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang? 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pelayanan publik di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 
pasca pemekaran? 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah 
khususnya pemerintah wilayah Kecamatan Buntu Batu dalam 
melakukan usaha-usaha guna meningkatkan efisiensi pelayanan 
publik. 
2. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi sumber informasi bagi 
pembaca dan peneliti, khususnya bagi mahasiswa yang sementara 
menyusun skripsi yang berkaitan dengan masalah-masalah 
pelayanan publik dan kaitannya tehadap pemekaran kecamatan. 
 
1.5  Kerangka Konseptual 
1.5.1 Pelayanan Publik 
Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu 
menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang 
atau sekelompok orang. Sedangkan pelayanan publik (masyarakat) 
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secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian 
kegiatan untuk memberikan jasa (service) kepada masyarakat, baik 
berupa pengaturan maupun pelayanan atas dasar tuntutan masyarakat 
sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktifitasnya sehari-
hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  
Pengertian dasar menurut Kementerian Pemberdayaan Aparatur 
Negara Nomor 63 tahun 2004 menyatakan bahwa : 
“Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
 
The Liang Gie menyamakan pengertian pelayanan publik dengan 
pelayanan masyarakat dan mengemukakan bahwa pelayanan masyarakat 
adalah kegiatan dan organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan 
pengabdian diri. Dalam perguruan tinggi misalnya dikenal adanya Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
masyarakat. Pengabdian pada masyarakat dimaksud sebagai 
pengamalan ilmu bagi kepentingan masyarakat. 
Selanjutnya Moenir (1995: 32) menyatakan lebih lanjut bahwa 
”pelayanan publik  adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang 
ditujukan untuk memenuhi kepentingan orang banyak.” 
Defenisi yang paling rinci oleh Gronroos adalah suatu aktivitas atau 
serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 
yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 
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karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi 
layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 
konsumen/pelanggan. 
Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, maka pelaksanaan 
pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan terhadap masyarakat, 
dan tidak selalu bahwa pelayanan itu bersifat kolektifitas, karena melayani 
kepentingan perorangan asal kepentingan masih termasuk dalam rangka 
pemenuhan hak dan kebutuhan bersama. Oleh karena itu pelaksanaan 
pelayanan merupakan suatu kegiatan dari organisasi atau badan yang 
beriorientasi pada pengabdian masyarakat. 
Disisi lain Moenir  mengemukakan bahwa ada beberapa faktor 
yang mendukung pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, yaitu : 
1. Faktor kesadaran, ialah suatu proses berfikir melalui metode 
renungan, pertimbangan dan perbandingan sehingga menghasilkan 
keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam 
jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan tindakan yang akan 
dilakukan kemudian. Ada kesadaran dapat membawa seseorang 
pada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau 
melaksanakan kehendak. 
2. Faktor aturan, adalah seperangkat penting dalam segala  tindakan 
dan perbuatan orang, makin maju dan majemuk suatu masyarakat 
makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat 
hidup layak dan tenang tanpa aturan. 
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3. Faktor organisasi, adalah mengorganisir fungsi pelayanan dalam 
bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam 
mutu dan kelancaran pelayanan. 
4. Faktor pendapatan, ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai 
imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang 
lain atau badan / organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun 
fasilitas dalam jangka waktu tertentu. 
5. Faktor kemampuan dan keterampilan yang meliputi, technical skill, 
konseptual skill, dan human skill. 
6. Faktor sarana pelayanan, yang dimaksudkan adalah segala jenis 
peralatan perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai 
alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi 
sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang 
berhubungan dengan organisasi kerja itu. 
Selain diatas, menurut Zeithamil, Parasuraman & Berry dalam Agus 
Dwiyanto (2005: 148) terdapat lima indikator untuk mengukur pelayanan 
publik yang baik yakni : 
1. Tangibles yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan fasilitas-
fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan; 
2. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk 
menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat; 
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3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk 
menolong  pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan 
secara ikhlas; 
4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan 
kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan 
kepercayaan kepada pengguna layanan; 
5. Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada 
pengguna layanan secara individual.” 
 Seperti halnya yang diperlihatkan di kecamatan sebagai tingkat 
pemerintahan yang secara operasional berhadapan langsung dengan 
masyarakat yang terdiri dari Desa/Kelurahan dan bertugas serta 
berkewajiban melayani segala bentuk kebutuhan masyarakat. Untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat ini akan selalu menuju pada 
pemuasan pelayanan atau pemberian pelayanan yang prima. Untuk itulah 
Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara melalui keputusannya No. 63 
Tahun 2003 menjelaskan sendi-sendi pelayanan prima sebagai berikut : 
a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan 
umum harus didesain sedemikian rupa sehingga 
penyelenggarannya menjadi mudah, lancar, cepat dan tidak 
berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan 
kepastian mengenai : prosedur pelayanan umum, rincian biaya 
layanan dan cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian 
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layanan,  dan unit kerja atau pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab dalam penyelesaian pelayanan umum. 
c. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum 
dapat memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari 
adanya bahaya, resiko, dan keragu-raguan. Proses serta hasil 
pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan 
serta dapat memberikan kepastian hukum.  
d. Keterbukaan, dalam arti bahwa pelanggan dapat mengetahui 
seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, 
yang meliputi informasi tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, 
biaya, dan lain-lain. 
e. Efisiensi, dalam ari persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi 
pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran 
pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara 
persyaratan dan produk pelayanan publik yang diberikan. Di 
samping itu, juga harus dicegah adanya pengulangan dalam 
pemenuhan kelengkapan persyaratan, yaitu mempersyaratkan 
kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi 
pemerintah lain yang terkait.  
f. Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan 
secara wajar dengan memperhatikan nilai barang / jasa dan 
kemampuan pelanggan untuk membayar. 
15 
 
g. Keadilan yang merata, yaitu cakupan atau jangkauan pelayanan 
umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang 
merata dan diberlakukan secara adil. 
h. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat 
diselesaikan dalam kurung waktu yang telah ditentukan.” 
 
1.5.2  Pemekaran wilayah 
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota 
yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk 
menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah pada 
dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.   
Berkembangnya wacana pemekaran daerah, tidak terlepas dari 
pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah yang  pada prinsipnya 
otonomi daerah adalah media atau jalan untuk menjawab persoalan 
mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. 
Pertama, otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya untuk 
mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Kedua, melalui otonomi daerah 
juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik. Ketiga, 
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bagaimana otonomi daerah diformulasikan menjadi langkah untuk 
mengupayakan responsiveness, dimana publik berpartisipasi aktif dalam 
pengambilan kebijakan di tingkat lokal. 
Sesungguhnya, sebelum isu pemekaran wilayah ini dikristalkan, 
ada beberapa hal yang harus menjadi media mengkritisinya. Media itu 
adalah dengan melihat indikator keberhasilan pembangunan daerah 
selama penerapan otonomi daerah, Secara sederhana, indikator didalam 
menilai kemajuan tersebut harus disandarkan kepada tiga aspek / 
kategori, yaitu : 
1. Aspek ekonomi daerah. Hal ini perlu dijalankan dengan melakukan 
kajian mendalam, sehingga kelihatanlah seberapa besar pengaruh 
otonomi daerah, baik di tingkat kabupaten / kota maupun secara 
regional, untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. 
Dengan demikian akan bisa kita ketahui bahwa apakah otonomi 
daerah selaras dengan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. 
2. Aspek pelayanan publik. Dalam konteks ini, harus dinilai seberapa 
dekat pemerintah daerah dengan masyarakat, yang tercermin 
dalam urusan-urusan pelayanan publik yang terbuka, efisien dan 
efektif. Apakah publik merasa dipuaskan melalui pelayanan 
pemerintah lokal, atau justru pemerintah lokal mengharapkan 
pelayanan dari masyarakat. Apakah mental-mental KKN dan 
primordialisme masih sangat kental dalam urusan-urusan publik. 
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Masih terdapat ketidakadilan, kemudian politik kongkalikong di 
antara elit lokal masih kerap terjadi. 
3. Aspek pembangunan demokrasi politik. Menjadi penting juga 
mengkaitkan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan upaya-
upaya pelembagaan demokrasi ditingkat lokal. Potret ini bisa 
terlihat dari beberapa kritis rakyat dalam melihat kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal atau seberapa 
besar kontribusi dari masyarakat lokal dalam pengambilan 
keputusan strategis di daerahnya. 
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan  dan 
Penggabungan Daerah yang menggantikan PP Nomor 129 Tahun 2000. 
Dengan disyahkannya peraturan pemerintah ini pada tanggal 10 
Desember 2007,  maka PP No 129/2000 tentang Persyaratan 
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan daerah otomatis tidak 
berlaku lagi. 
Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah 
menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang 
bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Pemekaran yang 
dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah 
No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan  dan 
Penggabungan Daerah yaitu: Pemekaran Daerah adalah pemecahan 
provinsi atau kabupaten/kota  menjadi dua daerah atau lebih. 
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Aturan pemekaran daerah dalam Peraturan Pemerintah yang baru 
ini lebih ketat dengan dibandingkan dengan aturan PP No 129/2000. 
Antara lain, terkait syarat jumlah kabupaten/kota bagi pemekaran provinsi 
dan jumlah kecamatan untuk kabupaten / kota, usulan dari tingkat desa 
dan kelurahan, serta adanya persetujuan eksplisit dari daerah induk dan 
pemerintah di atasnya. 
Kementerian Dalam Negeri mengisyaratkan bahwa : 
”PP No 78/2007 memuat beberapa syarat pemekaran yang 
berbeda dengan aturan yang lama, di antaranya jumlah 
kabupaten, waktu pemekaran, juga rekomendasi dari kabupaten 
induk dan provinsi. “Yang eksplisit juga salurannya dari bawah, 
masyarakat yang menentukan, apa benar masyarakat 
kehendaki pemekaran dari forum komunikasi desa dan 
kelurahan. Tidak tiba-tiba ada satu forum mengusulkan 
pemekaran lalu diproses pemekarannya”. 
 
Salah satu perbedaan pokok kedua peraturan ini adalah 
penyerapan aspirasi warga. Dalam PP No. 129/2000, berbekal kemauan 
segelintir elit politik lokal saja usulan pembentukan daerah otonom sudah 
bisa diproses. Tetapi kini, lewat PP 78/2007, pengusul wajib menyertakan 
bukti aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk 
keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Forum Komunikasi 
Kelurahan, atau lembaga sejenis. Selanjutnya, mengajukannya ke DPRD 
setelah melalui kajian-kajian yang harus memenuhi ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. Pemekaran daerah nantinya harus benar-benar 
merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui BPD, bukan 
aspirasi sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat.  
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Perbedaan lain dari kedua aturan itu ialah mengenai penghapusan 
dan penggabungan daerah. PP No 78/2007 mengatur penghapusan suatu 
daerah didahului dengan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi 
daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pemberlakuan PP 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, 
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah sama sekali bukan untuk 
menghambat semangat otonomi daerah.  
Proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, 
yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.  
a. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar 
masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah 
dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan 
daerah.  
b. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan 
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, 
kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain 
yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun 
faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, 
tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali 
penyelenggaraan pemerintahan.  
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c. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi 
cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana 
pemerintahan.  
Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Pembentukan Kecamatan, menjelaskan bahwa pembentukan 
kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan 
kemampuan pemerintah kabupaten/kota, dengan penilaian dan 
penetapannya oleh Bupati/Walikota. Pembentukan wilayah kecamatan 
memenuhi kriteria-kriteria, sebagai berikut : 
1. Jumlah penduduk, untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 
7.500 jiwa; 
2. Luas wilayah, untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 10 
km²; 
3. Jumlah Desa / Kelurahan, minimal 4 Desa / Kelurahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.6 Metodologi Penelitian 
1.6.1 Lokasi Penelitian 
Berdasakan judul penelitian ini maka penelitian ini berlokasi di 
Kecamatan Buntu Batu  Kabupaten Enrekang. 
1.6.2 Tipe Penelitian 
Penelitian ini mengunakan analisis kualitatif dengan metode 
deskriptif analitis yang memberikan gambaran tentang  pengaruh 
pemekaran terhadap proses pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan 
Buntu Batu. 
1. Pelayanan (ktp) 
2. Pelayanan kesehatan 
 
INDIKATOR KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 
1. Ketepatan waktu 
2. Kepastian dan kesederhanaan prosedur 
3. Biaya yang wajar dan sesuai 
4. Informasi 
5. Keamanan  
FAKTOR-FAKTOR YANG 
 MEMPENGARUHI 
FAKTOR PENDUKUNG 
1. Kondisi Geografis 
2. Anggaran 
 
FAKTOR PENGHAMBAT 
1. Sumber Daya Aparatur 
2. Prosedur Pelayanan 
3. Sarana dan Prasarana 
 
PEMEKARAN WILAYAH 
KECAMATAN BUNTU BATU 
PENINGKATAN KUALITAS 
PELAYANAN PUBLIK 
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen dan hasil-hasil 
penelitian yang relevan serta melalui lembaga terkait dengan 
masalah yang diteliti. 
b. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang langsung pada 
obyek penelitian. Dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan 
perkembangan kondisi serta faktor-faktor lain yang berpengaruh 
baik langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian ini, 
misalnya tingkat validitas, dan tingkat kejenuhan data. 
Pengumpulan data dilapangan dapat dilakukan melalui: 
1) Wawancara yaitu dengan mengadakan dialog atau komunikasi 
baik secara bebas maupun secara mendalam pada informan 
2) Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung 
terhadap obyek penelitian. 
3) Kajian Pustaka, yakni dengan mengumpulkan data-data tulisan 
baik itu dari dokumen maupun arsip-arsip lainnya. 
Dengan demikian Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini 
adalah informan-informan yang diharapkan mampu memberikan informasi 
utama tentang fokus kajian dari penelitian ini. 
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1.6.4 Teknik Analisis Data 
Untuk menganalisis data yang telah diperoleh maka digunakan 
teknik analisis data kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan 
variabel-variabel yang diteliti dengan berdasarkan pada laporan dan 
catatan yang ada dilapangan. 
 
1.7 Defenisi Operasional 
Untuk lebih mengarahkan penelitian maka perlu mengembangkan 
definisi operasional sebagai berikut : 
Pelayanan Publik Kecamatan, yaitu segala upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah kecamatan  melalui perangkat kelembagaannya 
(infrastruktur dan sarana yang digunakan dalam proses kinerja birokrasi) 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dalam 
menjalankan urusan pemerintahan. Jenis-jenis Pelayanan Publik yang 
dilaksanakan dan selesai di tingkat kecamatan Buntu Batu, yaitu 
Pelayanan data kependudukan (KTP) dan Pelayanan kesehatan. 
Indikator  dalam menilai kualitas pelayanan publik anatara lain: 
1. Kepastian dan kesederhanaan prosedur 
2. Ketepatan waktu 
3. Biaya yang wajar dan sesuai 
4. Informasi, dalam hal ini penyebarluasan berita mengenai syarat, 
biaya, prosedur dan lamanya proses dari pelayanan publik. 
5. Keamanan  
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 BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Pada Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian akan membahas 
tentang lokasi / tempat penelitian dengan gambaran keadaan geografis 
dan administratif, keadaan penduduk serta keadaan sosial budaya 
kecamatan Buntu Batu  
3.1. Keadaan geografis 
Kecamatan Buntu batu merupakan salah satu dari 12 Kecamatan 
yang terdapat di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. 
Kecamatan Buntu batu berada di daerah dataran dengan ketinggian 100-
1.700 meter di atas permukaan air laut. Batas letak geografis Kecamatan 
Buntu batu dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Baraka 
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Baraka 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bungin 
Kecamatan Buntu batu mempunyai luas wilayah 126,65 km2. 
Adapun jarak antara pusat-pusat pemerintahan dengan pemerintahan 
Kecamatan Buntu batu sebagai berikut: 
a. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Enrekang adalah 42 km. 
b. Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi  Selatan adalah 
360 km. 
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Kecamatan Buntu batu terdiri dari 8 kelurahan/Desa, yakni : 
1. Desa Pasui 
2. Desa Langda 
3. Desa Ledan 
4. Desa Lunjen 
5. Desa Buttu Mondong 
6. Desa Eran batu 
7. Desa Potokullin 
8. Desa latimojong 
 
3.2. Keadaan Penduduk 
Jumlah penduduk Kecamatan Buntu batu menurut Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Enrekang  sampai akhir bulan Desember 2009 yang 
adalah 31.819 jiwa yang terdiri dari: 
1. Penduduk laki-laki sebanyak 15.364 jiwa. 
2. Penduduk perempuan sebanyak  16.455 jiwa. 
 
3.3. Keadaan Sosial Budaya 
Masyarakat Kecamatan Buntu batu 100% beragama Islam. 
Informasi ini didapatkan dari data Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Buntu batu tahun 2011 bahwa sebanyak 13.197 jiwa, sebanyak beragama 
Islam. Dalam meningkatkan kehidupan beragama masyarakat, tidak 
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terlepas dari sarana ibadah. Adapun jumlah sarana ibadah Kecamatan 
Buntu batu dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut ini: 
Tabel 3.1 
Jumlah tempat ibadah di wilayah Kecamatan Buntu batu 
No. Tempat ibadah Jumlah 
(Unit) 
1. Masjid 35 
2. Surau/Mushola 17 
3. Tempat ibadah agama lain - 
Jumlah 52 
Sumber: Kantor Kecamatan Buntu Batu 2012 
Melihat 100% penduduk Kecamatan Buntu batu merupakan 
pemeluk agama Islam, maka kerjasama antar masyarakat sangat mudah 
dilakukan. Sosialisasi sangat mudah dilakukan melalui tempat-tempat 
ibadah yang ada. Oleh karena itu, jumlah tempat ibadah sangat 
mendukung dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat. 
 
3.4. Keaadaan Pendidikan 
Pendidikan sebagai sarana penunjang pembangunan sangat 
penting artinya untuk membentuk manusia yang berkualitas, mempunyai 
wawasan pandang dan berfikir yang luas dan berkepribadian. Keadaan 
tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Buntu batu cukup beragam, 
ada tamatan SD, SLTP, SMU dan ada juga yang sampai tingkat 
perguruan tinggi. Keadaan social budaya masyarakat Kecamatan Buntu 
batu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan  masyarakat. Hal tersebut dapat 
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dilihat dari pola pikir dan wawasan masyarakat sangat dipengaruhi sejauh 
mana pengetahuan masyarakat terhadap suatu masalah. Oleh karena itu,  
pendidikan sangat penting bagi kemajuan kehidupan suatu bangsa baik 
melalui jalur formal maupun non formal. 
Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
berpotensi harus didukung  ole fasilitas atau sarana dan prasarana yang 
ada di Kecamatan Buntu batu antara lain sekolah Taman Kanak-kanak, 
Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah 
Umum, dan Sekolah Menengah Kejuruan.  Tingkat pendidikan penduduk 
di Kecamatan Buntu batu dapat dilihat pada tabel  3.2 di bawah ini: 
Tabel 3.2 
Tingkat pendidikan  penduduk di Kecamatan Buntu batu 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) 
1. Taman Kanak-kanak 579 
2. Sekolah Dasar 3.032 
3. SLTP/sederajat 1.791 
4. SMU/sederajat 1.393 
5. Akademi /D3 970 
6. Sarjana/S1 894 
Jumlah 8.659 
Sumber: Kantor Kecamatan Buntu Batu 2012 
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 
penduduk di Kecamatan Buntu batu telah memadai serta akan 
mendukung proses pemahaman dan tingkat kesadaran masyarakat dalam  
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proses implementasi  dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini 
dapat membantu pemerintah baik melalui saran ataupun kritikan dari 
masyarakat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan, 
Melalui sarana dan prasarana pendidikan yang ada, diharapkan 
dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan dari  tingkat 
terendah sampai tingkat yang tertinggi. Keberadaan fasilitas atau sarana 
dan prasarana pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh peran serta 
pemerintah khususnya pemerintah Kecamatan Buntu batu dalam 
mendorong pembangunan pada bidang pendidikan. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut: 
Tabel 3.3 
Sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Buntu batu 
No. Jenis Sarana Pendidikan 
Jumlah 
(unit) 
1. Taman Kanak-kanak 18 
2. Sekolah Dasar 15 
3. SLTP/sederajat 2 
4. SMU/sederajat 1 
Jumlah 36 
Sumber: Kantor Camat Kecamatan Buntu batu, 2012 
 
3.5. Kesehatan masyarakat 
Dalam upaya peningkatan kesehatan di Kecamatan Buntu batu, 
sarana dan prasarana kesehatan menunjang peningkatan kesehatan.  Di 
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samping itu, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk 
peningkatan pelayanan kesehatan harus diikuti penyediaan tenaga 
kesehatan yang memadai. Upaya menekan tingkat kelahiran dan 
melembagakan keluarga kecil yang sejahtera sangatlah penting untuk 
dilakukan. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menggalakkan 
Keluarga Berencana sangat dibutuhkan. 
Adapun fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Buntu Batu 
dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini: 
Tabel 3.4 
Fasilitas kesehatan di Kecamatan Buntu Batu 
No. Jenis Fasilitas Jumlah (unit) 
1. Puskesmas 1 
2. Pustu 7 
3. Ambulans 2 
Jumlah 10 
Sumber: Kantor Kecamatan Buntu batu, 2012 
 
3.6. Gambaran Pemerintahan Kecamatan Buntu batu 
3.6.1. Visi dan Misi Kecamatan Buntu Batu 
Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan 
oleh Kantor Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai 
penjabaran visi yang  telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi, 
diharapkan seluruh Pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat 
mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Kantor Kecamatan 
Buntu Batu kabupaten Enrekang dalam penyelenggarakan otonomi 
daerah Kabupaten Enrekang secara khusus dan penyelenggaraan 
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pemerintahan negara secara umum. Misi sesuai dengan tugas pokok 
dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan 
(stakeholders)  dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai 
perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi, oleh karena itu Misi 
Kantor Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah:. 
1. Menciptakan aparatur pemerintah yang berorientasi pelayanan 
prima; 
2. Menciptakan aparatur pemerintahan yang kreatif, inovatif, efisien 
dan efektif serta mampu memberdayakan masyarakat; 
3. Melakukan hubungan koordinasi dan sinkronisasi antara unit kerja 
Pemerintah Kabupaten Enrekang; 
4. Menciptakan hubungan harmonis dan terpadu antara seksi yang 
ada dalam organisasi Kecamatan Buntu Batu; 
5. Melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat 
dalam penyusunan kebijakan pemerintah; 
3.6.2. Tujuan dan Sasaran 
Berdasarkan visi dan misi Kantor Kecamatan Buntu Batu maka 
hasil akhir yang akan dicapai sebagai tujuan adalah : 
1. Mewujudkan sistem pelayanan yang akuntabel dalam pengelolaan 
pelayanan administrasi yang bersifat upto date. 
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan administrasi kegiatan-
kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan 
kepada masyarakat dan unit kerja lainnya. 
31 
 
3. Mendorong terciptanya prakarsa masyarakat melalui 
pemberdayaan dalam bingkai kearifan lokal khususnya 
perencanaan pelaksanaan yang bersifat partisipatif dan 
pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Buntu Batu. 
4. Mendorong terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas dengan unit 
kerja lainnya baik secara vertikal maupun secara horisontal dalam 
mendukung terciptanya mekanisme pembangunan yang 
berwawasan lingkungan. 
Berkaitan dengan tujuan tersebut di atas maka adapun sasaran 
yang merupakan kondisi ideal yang diharapkan dapat tercipta sebagai 
hasil dari akumulasi rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai 
dengan visi dan misi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan 
berdasarkan visi dan misi kantor Kecamatan Buntu Batu adalah :   
1. Terwujudnya sistem pelayanan prima di Kantor Kecamatan Buntu 
Batu yang berorientasi kepada masyarakat. 
2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi pemerintahan 
pembangunan dan kemasyarakatan yang partisipatif, responsif dan 
akuntabel. 
3. Terwujudnya prakarsa masyarakat dan optimalisasi kearifan lokal 
dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pelaksanaan dan 
pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Buntu Batu. 
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4. Terwujudnya optimalisasi koordinasi antar SKPD sehingga mampu 
bersinergi dalam pelaksanaan tugas, baik secara vertikal maupun 
secara horisontal dalam mendukung terciptanya mekanisme 
pembangunan yang berwawasan lingkungan. 
3.6.3. Tugas dan Fungsi 
Implikasi dari perubahan paradikma pemerintahan dengan lahirnya 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
secara langsung berdampak pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Struktur Organisasi Kecamatan, dimana Pemerintah 
Kecamatan dipimpin seorang camat yang dalam melaksanakan tugasnya 
memperoleh pelimpahan sebagian kewenagan Bupati untuk menangani 
sebagian urusan pemerintahan daerah. 
Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, di 
Kabupaten Enrekang dibentuk Kecamatan Buntu Batu ( Hasil pemekaran 
Kecamatan Baraka ) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 
2006 dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah unsur 
Pendukung Pemerintah Kabupaten Enrekang dibidang Pemerintahan 
yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang. Untuk itu, Kecamatan 
Buntu Batu mempunyai tugas pokok  dan fungsi yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Tugas Pokok,   
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Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 
sebagai berikut : 
Sampai saat ini kedudukan Kantor Kecamatan Buntu Batu dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi masih berpedomana 
pada Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan 
Struktur Organisasi Kecamatan sambil menunggu hasil rumusan tugas 
pokok dan fungsi Kecamatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah. Organisasi Kecamatan 
memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk membantu bupati dalam 
mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 
pembinaan kemasyarakatan yang berada dilingkup wilayah Kecamatan 
dimana Kantor Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam 
melaksanakan tugas pemerintahan berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati Enrekang melalui Sekretaris Kabupaten.  
Adapun uraian tugas Camat dapat dijabarkan adalah 
melaksanakan sebagian  kewenangan Pemerintah Daerah yang 
dilimpahkan oleh Bupati dalam wilayah kerja Kecamatannya. Camat 
Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan 
Pemerintahan dan Tugas Umumnya adalah sebagai berikut: 
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masayarakat , 
2. Mengkoordinasikan upayah ketentraman dan ketertiban umum, 
3. Mengkoordininasikan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan, 
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4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum, 
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat Kecamatan, 
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan, 
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat desa/kelurahan dan 
tugasnya dan atau yang belum dapat dilakasanmakan pemrintah 
desa/kelurahan. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Camat dibantu oleh 
Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi dan Ka. subag yang masing-
masing memiliki tugas sebagai berikut : 
a). Sekretaris: 
1. Mempelajari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 
yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
2. Merumuskan perencanaan dan program serta penyusunan 
rancangan kepada Camat. 
3. Bertanggung jawab dalam Bidang Perencanaan Keuangan dan 
Kepegawaian lingkup Pemerintah Kecamatan. 
4. Melaksanakan tertib Administrasi dan Tata Usaha 
5. Melaksanakan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga 
Kecamatan    
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat. 
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7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 
Camat. 
b). Ka. Subag Perencanaan 
1.  Merencanakan dan merumuskan program kegiatan kecamatan 
kepada Sekretaris Camat. 
2.  Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian  (DUK, Arsip Surat, 
Agenda Surat, Distribusi Surat, Absensi Pegawai). 
3.   Melaksanakan evaluasi dan pelaporan setiap kegiatan 
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 
Camat. 
c). Ka.Subag Keuangan 
1. Melaksanakan urusan keuangan (Mengadministrasikan Urusan 
keuangan  Kecamatan) 
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Kecamatan 
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 
Camat 
d). Staf Subag 
1. Urusan umum dan kepegawaian (DUK, Arsip Surat, Agenda Surat, 
Distribusi Surat, Absensi Pegawai). 
2. Urusan keuangan (Mengadministrasikan Urusan keuangan  
Kecamatan) 
3. Urusan Perencanaan dan pelaporan  
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e). Seksi Pemerintahan  
 Seksi Pemerintahan bertugas menyiapkan bahan pembinaan 
penyelenggaraan di bidang umum pemerintahan, pemerintahan 
Desa/Kelurahan, Lingkungan Hidup, dan pertanahan. Uraian tugas antara 
lain sebagai berikut: 
1. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah Propinsi 
dan pemerintah Kabupaten pada Desa dalam wilayah di 
Kecamatan. 
2. Melaksanakan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program di 
bidang pemerintahan. 
3. Menginventarisir permasalahan pada seksi. Pemerintahan dan 
mencari penyelesaiannya. 
4. Melaksanakan pembinaan, Penataan Evaluasi Administrasi 
Pemerintahan. 
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat. 
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan  oleh 
Camat. 
f). Staf Seksi Pemerintahan 
1. Membantu kepala seksi dalam mengadministrasikan Urusan Bina 
Pemerintahan Umum Desa dan Kelurahan  
2. Mengadministrasikan urusan Pertanahan dan penataan bangunan 
(IMB) 
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g). Seksi Kesra 
 Seksi kesra bertugas melaksanakan kegiatan dan pelayanan di 
bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial. Adapun uraian tugasnya 
antara lain : 
1. Membuat perencanaan dan penyusunan program dalam bidang 
Kependudukan dan Kesos. 
2. Sosialisasi Perda/Kebijakan Perda dalam hal kependudukan dan 
Kesos. 
3. Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program Kesos  
4. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dan pengembangan 
kependudukan. 
5. Memantau dan menganalisis data dan pengembangan 
kependudukan. 
6. Inventarisasi permasalahan seksi kependudukan / Kesos. 
7. Melaporkan Hasil pelaksanaan Tugas pada pimpinan 
8. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
Camat 
h). Staf Seksi Kesra 
 Staf bertugas membantu Kepala Seksi mengadmistrasikan urusan-
urusan: 
1. Urusan seksi kependudukan KB/KS dan pemberantasan 
kemiskinan. 
2. Kesehatan Masyarakat 
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3. Kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan 
4. Bina mental dan spritual 
5. Invormasi dan komunikasi. 
6. Pendidikan dan kebudayaan  
7. Pendidikan Dasar dan Menengah 
8. Pendidikan luar sekolah, Pemuda dan Olah Raga 
9. Parawisata  dan kebudayaan 
i). Seksi Trantib. 
Trantib bertugas menyelenggarakan urusan  ketentraman dan 
ketertiban umum. Adapun uraian tugasnya antara lain: 
1. Melaksanakan  Pengawasan dan pengendalian ketentraman  dan 
ketertiban masyarakat. 
2. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait 
3. Bertanggung jawab menyusun rencana program pembinaan, 
pengendalian dan pengawasan di bidang ketentraman, dan 
perlindungan masyarakat. 
4. Melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait 
dalam pelakasaan Diklat Hansip, dan Linmas. 
5. Bertanggung jawab dalam pemberian bantuan dalam rangka 
pengarahan dan pengendalian anggota masyarakat dalam 
menghadapi segala kemungkinan terjadinya ancaman dan 
bencana. 
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6. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengarahan dalam 
rangka siskamling 
7. Menginventarisir permasalahan  trantib dan Linmas serta mencari 
pemecahannya. 
8. Melaporkan tugas pada camat 
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan 
j). Seksi  Pembangunan 
 Seksi pembangunan bertugas melaksanakan pelayanan di bidang 
industri dan perdagangan, penanaman modal dan koperasi serta 
pemberdayaan masyarakat. 
1. Membuat perencanaan dan pelaksanaan tugas pada seksi 
Ekonomi  dan pembangunan. 
2. Mengkordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program di 
bidang perekonomian 
3. Mensosialisasikan Perda di bidang perekonomian dan 
pembangunan 
4. Bertanggung jawab terhadap  pengembangan potensi wilayah 
5. Inventarisir permasalahan pembangunan  ekonomi dan 
pembangunan disektor lainnya dan mencari pemecahannya. 
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat 
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipertintahkan Pimpinan   
 
 
40 
 
k). Staf Seksi Pembangunan 
Bertugas Membantu Kasi dalam mengadministrasikan Urusan  
a. Urusan  prasarana wilayah dan pemukiaman 
b. Pekerjaan umum 
c. Perekonomian produksi dan distribusi 
d. Pertambangan dan Lingkungan hidup 
e. Perhubungan dan angkutan pedesaan 
f. Tata kota kebersihan dan pertamanan 
g. Tugas lain yang diperintahkan pimpinan 
l). Seksi Pelayanan Umum 
Bertugas mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk 
teknis pelayanan pelayanan Umum. Uraian tugas  : 
1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 
yang diperlukan 
2. Membuat rencana Program di bidang  pelayanan umum 
3. Menyiapkan petunjuk teknis pedoman pelaksanaan pelayanan akta 
kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, akta perceraian, akta 
pengesahan, akta penyerahan anak dan akta  perubahan usaha 
4. Menghinpun dan mengelola data Catatan Sipil dan pelayanan 
umum serta  mencari pemecahannya 
5. Melaksanakan pengadministrasian jasa ketatausahaan 
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan 
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3.6.4 Program & Kegiatan  
a. Program 
Untuk maksud tersebut maka program-program yang akan 
dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kantor Kecamatan Buntu Batu adalah : 
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; 
3. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak 
Kriminal 
4. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur ; 
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ; 
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan  Capaian 
Kinerja & Keuangan ; 
8. Program Singkronisasi Perencanaan & Penganggaran SKPD ; 
9. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan 
Daerah ; 
10. Program Pembinaan & Fasilitas Pengelolaan Keuangan  Desa ; 
11. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakan 
dalam Pembangunan Desa; 
b. Kegiatan 
Dalam merealisasikan program tersebut di atas maka dirumuskan 
dalam beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut :  
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1. Program perencanaan pembangunan 
a. Penyelenggaran Musrenbang ; 
b. Penyusnan Renja SKPD 
c. Program perencanaan pengembangan sumber daya alam 
d. Pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah 
2. Program Penaganan penyelesaian konflik konflik pertanahan 
a. Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan 
b. Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak 
kriminal 
c. Penanganan / Pemeliharaan Kantibmas; 
3. Program pelayanan administrasi perkantoran 
a. Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber daya air & Listrik ; 
b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor ; 
c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – 
Undangan ; 
d. Rapat – rapat Koordinasi & Konsultasi keluar Daerah ; 
e. Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah dan Peninjauan 
Lapangan ; 
f. Pengelolaan Administrasi Keuangan & Perkantoran ; 
g. Penyediaan Peralatan kantor Pembersih dan Peralatan Dapur ; 
4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ; 
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b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor ; 
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa 
Pendidikan & pelatihan Teknis Tugas & Fungsi Bagi PNS; 
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja 
7. Penyusunan Laporan Catatan Kinerja & Ihktisar Realisasi Kinerja 
SKPD  
a. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan & 
Semesteran; 
b. Penyusunan Renja SKPD 
8. Program singkronisasi perencanaan dan penggaran SKPD 
a. Penyusunan DPA – SKPD ; 
b. Penyusunan RKA – SKPD ; 
9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 
daerah melalui Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber–Sumber 
Pendapatan daerah; 
10. Program pembinaan & Fasilitas peng.keuangan desa/kelurahan 
a. Pembinaan Aparat Desa dan Kelurahan ; 
b. Pembinaan,pengawasan & Evaluasi ADD 
c. Program pemberdayaan masyarakat desa berupa 
Pembinaan/pemberdayaan dan pemantauan program 
pemberdayaan masyarakat 
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11. Program peningkatan partisipasi masayarakat dalam membangun 
desa berupa Stimulasi Pembangunan Berbasis kemasyarakatan 
 
3.7. Potensi desa di Kecamatan Buntu Batu 
1. Desa Pasui: Coklat,lada,Vanili, Tomat, Sayur sayuran, Jagung,    
Hotikultura,Bawang Merah, Tambang Galian Gol.C & B 
2. Desa Langda : Cengkeh, Lada, Vanili, Tomat, Sayur sayuran, 
Durian, Coklat, Hotikultura 
3. Desa Ledan: Durian, Coklat, Cengkeh, Kopi, Lada, Sayur sayuran, 
Tomat, Padi, Hotikultura 
4. Desa Lunjen : Nilam, Coklat, Kopi, Cengke, Vanili, Lada, Padi, 
Jagung, Hotilultura, Emas, Batu bara 
5. Desa Latomojong: Rotan, Damar, Cengke, Kopi, Coklat, Bawang 
merah, Hotikultura, Tomat, Sayur sayuran 
6. Desa Potokullin: Coklat, Kopi, Vanili, Durian, Lada, Padi 
7. Desa Buntu Mondong: Kopi, Jagung, Coklat, Vanili, Durian, Lada, 
salak, Hotikultura, Sayur sayuran , Tomat 
8. Desa Eran Batu: Coklat Kopi, Vanili, Durian, Lada, Padi, 
Hotikultura, Tomat dan sayur sayuran. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Kesimpulan 
1. Pemekaran wilayah kecamatan membawa dampak positif bagi 
kualitas pelayanan publik di kecamatan Buntu batu baik dari 
dimensi pelayanan kesehatan maupun pelayanan pembuaan Kartu 
Tanda Penduduk. Dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda 
Penduduk sendiri hal ini dilihat dari adanya peningkatan kualitas 
dari segi ketepatan waktu, prosedur yang jelas serta sosialisasi 
kebijakan dan  keamanan dalam aspek pelayanan Publik. Hal 
tersebut dikarenakan adanya pemekaran yang menjadikan jarak 
baik secara geografis, sosiologis dan psikologis antara aparatur 
dan masyarakat yang semula jauh kini menjadi lebih erat. Hal 
tersebut erat kaitannya dengan kondisi masyarakat Kecamatan 
Buntu Batu yang masih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan 
dalam filosofi pelayanan publik serta mengedepankan kearifan local 
dalam spirit pelayanan publiknya terlebih lagi dengan adanya 
pemekaran menjadikan rasio perbandingan jumlah aparatur dan 
masyarakat yang harus dilayani menjadi lebih seimbang. Misalnya 
saja dari segi penggunaan waktu, kendala utama persoalan waktu 
sebelum terjadi pemekaran lebih mengarah kepada hal-hal yang 
berbau geografis dimana keadaan alam serta rung jarak yang 
teralampau renggang dapat dipangkas oleh kebijakan pemekaran. 
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Begitu pula adanya dengan sosialisasi dan informasi tentang 
prosedur pelayanan menjadi lebih mudah untuk di akses. Selain itu, 
kedekatan aparatur dan masyarakat dari aspek sosiologis dan 
psikologis juga berdampak pada keamanan pelayanan.  Dalam 
pelayanan kesehatan, pemekaran berdampak jelas pada berdirinya 
pusat pelayanan kesehatan di Kecamatan Buntu Batu sehingga 
akses masyarakat ke pelayanan kesehatan yang memadai menjadi 
lebih mudah dimana sesuai dengan kondisi pelayanan Kartu Tanda 
Penduduk, kedekekatan Secara geografis, sosiologis dan 
psikologis yang menjadi ruh dalam  kualitas pelayanan publik di 
Kecamatan Buntu Batu namun yang menjadi sorotan dalam 
penelitian ini, perlu adanya perimbangan rasio aparatur serta 
infrastruktur kesehatan guna terselenggaranya pelayanan 
kesehatan yang pofesional 
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik 
di Kecamatan Buntu Batu setelah pemekaran adalah 
a. Faktor pendukung 
1) Keadaan geografis, semakin menjadikan tipsnya jarak 
antara pusat pelayanan dan masyarakat dapat terwujud 
sesuai dengan esensi dari pelayanan publik itu sendiri yang 
senantiasa harus mengakar dalam masyarakat. Kondisi 
inilah yang menyebabkan kedekatan secara sosiologis dan 
psikologis antara aparatur dan masyarakat sehingga 
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penyakit birokrasi yang mampu manghambat proses 
pelayanan publik dapat di kurangi. 
2) Anggaran, pemekaran kecamatan Buntu Batu meniscayakan 
pengalokasian dana yang memadai bagi sebuah wilayah. 
Begitu pula yang terjadi di kecamatan Buntu Batu, 
pengalokasian dana secara mandiri mampu  meningkatkan 
kualitas pelayanan publik. 
b. Faktor penghambat 
1) Sumber daya aparatur, bagi kecamatan yang baru 
mengalami pemekaran seperti kecamatan Buntu Batu, 
aparatur yang berpengalaman sangat di butuhkan dalam 
setiap proses pelayanan namun yang lebih penting adalah 
rasio perbandingan yang harus di perkecil jaraknya 
2) Prosedur,  mengingat berpindahnya pusat pelayanan publik 
dari ibu Kota kecamatan lama ke Ibukota Kecamatan Buntu 
Batu maka sudah sewajarnya ada prosedur yang berubah 
maka proses adaptasi yang lambat mampu menjadi 
penghambat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik 
3) Sarana dan prasarana, percepatan pembangunan sarana 
dan prasarana diperlukan dalam peningkatan kualitas 
pelayan publik di kecamatan Buntu Batu masalah yang 
menjadi penghambat adalah rasio perbandingan prasarana 
yang belum mencapai keseimbangan namun bila di 
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bandingkan sebelum pemekaran, kondisi tersebut bisa 
dikatakan lebih baik. 
5.2. Saran 
Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, skill aparat sangatlah 
berpengaruh, untuk itu perlu adanya kepastian pengawalan terhadap mutu 
aparat pelayanan baik melalui pelatihan maupun model upgrading lainnya 
hal tersebut melihat bahwa pengalaman menjadi asset yang sangat 
berharga dalam peningkatan kualitas kearah yang lebih tinggi mengingat 
saat ini aparat kecamatan Buntu Batu mempunyai banyak aparat baru 
yang minim pengalaman 
1. Perlu adanya penyesuaian yang cepat dengan prosedur yang 
berubah pasca pemekaran terutama di wilayah pengelolaan 
kebijakan oleh instansi terkait di Kecamatan Buntu Batu walaupun 
prosedur dalam proses pelayanan dapat di mengerti oleh 
masyarakat namun yang menjadi tantangan selanjutnya adalah 
bagaimana instansi mampu mengelola prosedur dan 
merekonstruksi prosedur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
2. Di bandingkan sebelum pemekaran memang terjadi peningkatan 
kualitas pelayanan publik namun hal tersebut hendaknya tidak 
menjadikan Pemerintah Kecamatan cepat berpuas diri. Perlu 
adanya penambahan prasarana pelayanan publik dalam mencapai 
rasio keseimbangan antara masyarakat dan sarana serta 
prasarana pelayanan publik.  
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